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PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 
NOMOR: l( TAHUN 2008 

TENTANG 

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA 
PELAKSANA HARlAN BADAN NARKOTlKA KABUPATEN 

(LAKHAR BNK) 

DENGAN RAHMAT TOHAN YANG MARA ESA 

BOPATI LAMPONG TIMOR, 

Meni mbang : a.	 bahwa peredaran illegal dan penyalahgunaan narkotika, 
psikotropika, prekusor dan bahan adiktif lainnya di 
Kabupaten Lampung Timur semakin meningkat sehingga 
perlu dilakukan penanganan yang lebih komperehensif dan 
terpadu; 

b.	 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a 
dan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Badan 
Narkotika Kabupaten (BNK) sesuai dengan amanat 
Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan 
Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan 
Narkotika KabupatenlKota, di pandang perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata 
Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten (BNK) 
Lampung Timur. 

Mengingat 1.	 Undang - undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang 
Pcmbentukan Daerah Tingkat Propinsi Lampung 
(l.cmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 
95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688); 

2.	 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3890); 

3.	 Undang - undang NomOI' 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Repulik 
Indonesia Nomor 3209); 

4.	 l lndang - undang Nornor 2 Tahun 2002 tentang Kepo1isian 
Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

---	 -----'..:N~e'i:,f:!~a~I'a~R~epub1ikIndonesia 4168); 



5.	 Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tamoahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

6.	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

7.	 Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 

8.	 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten I Kota; 

9.	 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah; 

10. Peraturan	 Presiden 83 Tahun 2007 tentang Badan Nartika 
Nasional, Badan Narkotika Propinsi dan Badan Narkotika 
Kabupaten IKota; 

11. Peraturan Menteri	 Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang 
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 

12. Peraturan	 Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 
2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenagnan 
Pemerintahan Daerah. 

Deugau Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUN~ TIMUR
 
dan
 

BUPATI LAMPUNG TIMUR
 

MEMUTUSKAN : 

Menclapkan.:	 PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN 
ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA HARlAN 
BADAN NARKOTIKA KABUPATEN (LAKHAR BNK) 

BABI
 
KETENTUAN UMUM
 

Pasal 1
 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 

1.	 Kabupatcn adalah Kabupaten Lampung Timur. 

2.	 Kopala Ducrah adalah Bupati Lampung Timur. 

3.	 lsadan Narkotika Kabupatcn yang sclanjutnya disebut dcngan BNK adalah Badan 
Narkotika Kabupaten Larnpung Timur. 



4.	 Pelaksana Harlan BNK selanjutnya disebut Lakhar BNK adalah Pelaksana 
Harian Badan Narkotika Kabupaten Lampung Timur. 

5.	 Kopala Pelaksana Harian BNK yang selanjutnya disebut Kalakhar BNK 
adalah Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Lampung 
Timur. 

6.	 Pcncegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran illegal 
narkotika, psikotropika, prekusor dan bahan adiktif lainnya selanjutnya 
discbut dengan P4GN adalah pencegahan dan pemberantasan 
pcnyaiahgunaan dan peredaran illegal narkotika, psikotropika, prekusor dan 
bahan adiktif lainnya di Kabupaten Lampung Timur. 

BABII
 
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN EUNGSI
 

Bagian Kesatu
 
Pernbentukan
 

Pasal2
 

lJntuk mcmpcrlancar pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNK, 
melalui Peraturan ini dibentuk Pelaksana Harian BNK yang selanjutnya 
disebut Lakhar BNK. 

Bagian Kedua
 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
 

Pasal3
 

(1) I.akhar BNK berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua BNK. 

(2) I.akhar BNK dipimpin olch Kcpala Pclaksana Harian BNK, yang 
selanjutnya disebut Kalakhar BNK. 

Pasal4 

Lakhar BNK mempunyai tugas memberikan dukungan teknis administratif dan 
opcrasional kepada BNK di bidang P4GN. 

PasalS 

l intu]; mciaksanakan lugas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Lakhar 
BNK mempunyai Fungsi : 

a.	 perumusan kebijakan di bidang P4GN sesuai dengan Peraturan Perundang 
- undangan yang beriaku ; 

b.	 penetapan kebijakan teknis, program dan rencana pencegahan 
penyalahgunaan dan peredaran illegal narkotika, psikotropika, prekusor dan 
bahan adiktif lainnya ; 

c.	 penetapan kebijakan teknis, program dan rencana pemberantasan 
pcnyalahgunaan dan peredaran illegal narkotika, psikotropika, prekusor dan 
nahan adiktif lainnya ; 

d.	 pcnciapun kcbijakan teknis, program dan rencana penanggulangan penyalah 
gunaan dan pcredaran illegal narkotika, psikotropika dan bahan adiktif 
lainnya : 

c.	 pcngclolaan urusan kesekretariatan. 



BABIn
 
SUSUNAN ORGANISASI
 

Pasal6
 

(1)	 Susunan Organisasi Lakhar BNK terdiri dari : 

a.	 Kepala; 

h.	 Sckretariat : yang membawahi : 

-	 Subbagi.m Perencanaan dan Keuangan; 

-	 Subbagian Umum dar. Kepegawaian. 

c.	 Sckxi Pcnccgahan ; 

d.	 Seksi Penindakan: 

e.	 Seksi Terapy dan Rehabilitasi; 

f.	 Seksi Data dan Informasi; 

g.	 Satuan Tugas ; 

(2) Sekretariat	 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, di pimpin oleh 
seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Peksana Harian. 

(3)	 Sub Bagian- Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
masing-rr.asing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 

(4)	 Scksi scbagai: nana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d,huruf e dan 
huruf f masing-masing di pimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah 
dan bertangggi.ng jawab kepada Kalakhar. 

(5) Bagan	 Struktur Organisasi Lakhar BNK sebagaimana tercantum dalam 
lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini. 

Pasal7 

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penyusunan 
program, pengelolaan administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, 
ketatausahaan. rumah tangga, dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan 
kcprotokolan. 

Pasal8 

Untuk rnelaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai 
l'ullgsi : 

a.	 Penyusunan program dan rencana kegiatan serta laporan BNK ; 

b.	 Penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan ; 

c.	 Pcngelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan ; 

d.	 Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian. 

Pasal9 

( 1) \llh Bagian Pcreucanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan 
l'l'll) usuuan program dan rcncana kcgiatan, monitoring dan evaluasi 



pelaksanaan kegiatan, serta menyusun rencana anggaran, mengelola 
adininistrasi keuangan dan menyusun laporan pertanggung jawaban 
pcngclolaan anzaaran.b 00.

(2)	 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tug as melaksanakan 
urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, hubungan 
masyarakat dan keprotokolan serta mengelola administrasi kepegawaian. 

Pasall0 

Scksi - Pcnccgahan rncmpunyai tugas melaksanakan pembangunan sistem 
informasi, sosialisasi dan penyuluhan serta advokasi dan mengembangkan 
kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam P4GN. 

Pasalll 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Seksi 
Penccgahan mempunyai fungsi : 

a.	 pembangunan sistem infonnasi P4GN; 

b.	 pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan P4GN; 

c.	 pelaksanaaan advokasi; 

d.	 pengembangan lembaga dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan 
P4GN; 

Pasal12 

Seksi Penindakan mempunyai tug as mengkoordinasikan kegiatan penyelidikan 
dan pcnindakan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, 
psikotropika, prekusor dan bahan adiktiflainnya, 

Pasal13 

Untuk mclaksana'can tug as sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; Seksi 
Penindakan mempunyai fungsi : 

a.	 koordinasi pelaksanaan kegiatan operasi dan razia terhadap 
penyalahgunaan dan peredaran illegal narkotika, psikotropika, prekusor dan 
bahan adiktif lainnya; 

b.	 koordinasi pclaksanaan penyclidikan atas penyalahgunaan dan peredaran 
narkotika, psikotropika, prekusor dan bahan adiktif lainnya; 

c.	 koordinasi penindakan atas penyalahgunaan dan peredaran illegal 
narkotika, psikotropika, prekusor dan bahan adiktif lainnya; 

d.	 inventarisasi barang bukti penyalahgunaan dan peredaran illegal narkotika, 
psikotropika, prekusor dan bahan adiktif lainnya; 

e.	 invcntarisasi penyimpanan dan pengamanan barang bukti penyalahgunaan 
dan peredaran illegal narkotika, psikotropika, prekusor dan bahan adiktif 
lainnya; 

Pasal14 

Scksi Tcrapy dan Rchabilitasi mcmpunyai tugas mengkoordinasikan 
pcmbinaan dan pcmbangunan terapi dan rehabilitasi terhadap dampak negatif 



penyalahgunaan dan peredaran narkotika, psikotropika, prekusor dan bahan 
adiktif lainnya; 

Pasal15 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Scksi 
Terapy dan Rchabilitasi mempunyai fungsi : 

a.	 l.oordinasi pembinaan dan pembangunan terapi terhadap korban 
penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prokusor dan bahan adiktif 
lainnya; 

b.	 koordinasi pembinaan dan pembangunan pelayanan medik dan psikotrapi 
terhadap korban pebyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekusor dan 
bahan adiktif lainnya; 

c.	 koordinasi pembinaan dan pembangunan rehabilitasi medik terhadap 
komplikasi penyakit akibat penyalahgunaan narkotika, psikotropika, 
prekusor dan bahan adiktif lainnya ; 

d.	 koordinasi pembinaan dan pembangunan rehabilitasi psikis tcrhadap korban 
penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prokusor dan bahan adiktif 
lainnya , 

Pasal16 

Seksi Data dan lnformasi mempunyai tugas mengkoordinasikan pengumpulan 
data dan informasi penyalahgunaan dan peredaran narkotika, psikotropika, 
prekusor dan bahan adiktif lainnya. 

Pasal17 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, Seksi Data 
dan lnformasi mempunyai tugas : 

a. koordinasi pengumpulan dan pengolahan data korban penyalahgunaan dan 
peredaran narkotika, psikotropika, prekusor dan bahan adiktif lainnya; 

h. koordinasi pengumpulan informasi terjadinya penyalahgunaan 
peredaran narkotika, psikotropika, prekusor dan bahan adiktif lainnya. 

dan 

Pasal18 

(L) Satuan Tugas mempunyai tugas melaksanakan tugas - tugas operasional 
P4GN. 

(2) Kctentuan	 lcbih lanjut mengenai nomenklatur dan tugas-tugas Satuan 
Tugas akan ditetapkan dengan Keputusan Ketua BNK. 



BABIV
 
ESELONERING
 

Pasal19
 

(1)	 Kalakhar BNK adalah jabatan struktural eselon IlIa. 

(2) Sekretaris adalah jabatan struktural eselon IIIb. 

(3)	 Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalahjabatan struktural eselon IVa. 

BABV
 
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
 

Pasal20
 

( J)	 Kalakhar, Sekretaris, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi di~ngkat dan 
diberhentikan oleh Bupati. 

(2)	 Dalam hal Kalakhar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari 
anggota kepolisian, Bupati berkonsutasi dengan Kepala Kepolisian Resort 
dengan memperhatikan peraturan perundang - undangan yang berlaku. 

(3) Anggota Satuan Tugas diangkat oleh Ketua BNK. 

BABVI 
TATA KERJA 

Pasal21 

Dalam rzelaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi dan satuan tugas 
waj ib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan singkronisasi baik dalam 
lingkungan masing - masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan 
pcmcrintah daerah serta dengan Instansi lain sesuai dengan tugas masing 
masing. 

Pasal22 

(1)	 Setiap Pimpinan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing 
masing dan bila terjadi penyimpangan agar segera mengambil langkah ~ 

langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang - undangan. 

(2) Sctiap	 Pimpinan unit organisasi bertanggung jawab mernimpin dan 
mengkoordinasikan bawahan masing - masing dan wajib memberikan 
bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan; 

(3) Setiap	 Pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk 
dan bertanggung jawab kepada atasan masing - masimg dan menyiapkan 
laporan berkala tepat pada waktunya; 

(4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dad bawahanya 
wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan 
lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan 

(5)	 Dalam menyampaikan laporan masing - masing kepada atasan, tembusan 
laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara 
fungsional mempunyai hubungan kerja; 

(6)	 Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan unit organisasi dibantu oleh 
unit organisasi dibawahnya dan dalam rangka pembinaan dan bimbingan 
kepada bawahan masing - masing waj ib mengadakan rapat berkala. 



Pasa123 

Kalakhar BNK wajib menyampaikan koordinasi dan menyampaikan laporan 
pelaksanaan tugas kepada Kepala BNK secara berkala dan tepat waktu 

BAB VII 
PEMBIAYAAN 

Pasa124 

(1) Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Lakhar BNK 
dibehankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
l.nmpunj; Timur. 

(2)	 Dcngan tidak mengurangi ketentuan ayat (1), kepada Lakhar BNK dapat 
diberikan bantuan lain sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang 
bcrlaku. 

BAB VIII
 
PENUTUP
 

Pasa125
 

lial hal yang belurn diatur dalam Peraturan 1111, akan diatur lebih lanjut 
dcngan Peraturan Bupati. 

Pasal26 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggai diundangkan. 

Agar sctiap orang mengctahuinya, rnemerintahkan pengundangan peraturan 1111 

dengan penempatannya daiam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur. 
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Diundangkan di Sl~kadana 
pada tanggal S t Desember 2008 

SEKRETARIS DAERAH, 

I WAYANSUTARJA
 

Ditetapkan di Sukadana 
pada tanggai Desember 2008 

BUPATI LAMPUNG TIMUR, 

'e~~'
 
S-XTONO
 

LEM13ARAN DA£RAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2008 
NOMOR: t\ 



PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
 
NOMOR: \{ TAHUN 2008
 

TENTANG 

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA 
PELAKSANA HARlAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN 

(LAKHAR BNK) LAMPUNG TIMUR 

l. UMUM 

Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah mengamanatkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah 

dibantu olch Pcrangkart Daerah. 

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah ditegaskan bahwa Perangkat Daerah terdiri dari unsur staf yang membantu 

penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Lembaga Sekretariat Daerah dan 

Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk 

Inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah, unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 

dacrah yang bcrsifat spesifik diwadahi dalam Lembaga Teknis Daerah dalam bentuk 

Badan/Kantor/Ru :11ah Sakit dan unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam 

Lernbaga Dinas Daerah. 

Pada Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 disebutkan bahwa 

dalarn rangka melaksanakan tugas sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undengan dan 

tugas pemerintahan umurr. lainnya, Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga lain 

sebagai bagian dari perangkat daerah. Lembaga lain tersebut antara lain adalah Pelaksana 

Harlan Baclan Narkotika Kabupaten (Lakhar BNK) Lampung Timur. 

Pembentukan Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten (Lakhar BNK) Lampung 

Timur adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 



tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika 

KabupatenJKota. Dalam Pasal 27 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 disebutkan 

bahwa untuk memperlancar pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan 

Narkotika Kabupaten/Kota dibentuk Pelaksana Harian Badan Narkotika KabupatenJKota 

yang selanjutnya disebut Lakhar BNK/Kota. 

J )iSillllpi I'g tuntutan pcraturan pcrundang-undangan yang berlaku, pernbentukan 

lernbaga lain tersebut juga dimaksudkan dalam upaya penanganan yang lebih komprehensif 

terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekusor dan bahan adiktif lainnya yang 

scmak in mcningkat yang menuntut pengembagan organisasi secara proporsional di pusat dan 

dacrah. 

Pcbcntukan Lakhar BNK/Kota juga dalam upaya peningkatan koordinasi antar instansi 

pemerintah dalam rangka menjamin keterpaduan dalam penyusunan kebijakan dan 

pelaksanaan operasional dibidang ketersediaan, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan 

dan peredarnn gclap narkotika, psikotropika, prekusor dan bahan adiktif lainnya. 

n. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1
 

Cukup Jelas
 

Pasal2
 

Cukup Jclas
 

Pasai 3
 

Cukup Jelas
 

Pasal4
 

Cukup Jelas
 

Pasa! 5
 

Cukup Jelas
 

Pasal 6
 

Cukup Jelas
 

Pasal "7
 

Cukup Jelas
 



Pasal 8
 

Cukup Jelas
 

Cukup Jelas
 

Pasal \0
 

Cukup Jelas
 

Cukup Jelas
 

Cukup Jelas
 

Pasal I]
 

Pasal 9
 

Pasal 11
 

Pasa! 12
 

Cukup Jcias 

Pasal 14
 

Cukup Jelas
 

Cukup Jelas
 

Cukup Jelas
 

Pasal 15
 

Pasal 16
 

I)asa] 17
 

Cukup JCI,lS
 

Cukup Jelas
 

Cukup Jeias
 

Cukup Jelas
 

Pasal 2:~
 

Cukup Jelas
 

Pasa!23
 

Cukup Jelas
 

Cuk up Jelas
 

Pasal 18
 

Pasal 19
 

Pasal 20
 

Pasal 21
 

Cukup .T elas
 

Pasal 24
 



Pasal 2.5
 

Cukup Jelas
 

Pa:-al :26 

Cukup Jelas 

T!\MU!\II!\N U~MB!\RAN DAERAH NOlvlOR 'TfJ, 



l.ampiran :	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur 
Nornor : II T-:lhun '1..DcD 

Tanggal : '?,( Oe<;~(V10e((' :J..o() 2, 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LAKHAR BNK LAMPUNG TIl\1UR 
i 
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I 

I
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I 

SEKRETARIS 

I 
I 

I I 
SUB BAGIAN .SUB BAGIAN 

UMUM & KEPEGAWAIAN PERENCANAAN & K~UANGAN 

I I	 I 
SEKSISEKSI 

I	 I 
OATA & INFORMASI ITER'1P1 & REHABILITASi !	 I 

I 

I 
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